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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.Tinjauan  Analisis Yuridis

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah suatu proses pengkajian dan penelaahan secara sistematis terhadap suatu peristiwa atau permasalahan dengan menggunakan norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar untuk menilai, menafsirkan, dan menarik kesimpulan hukum.


Analisis yuridis merupakan metode analisis yang menitikberatkan pada penerapan ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku.


Analisis yuridis adalah kegiatan menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan hukum guna memperoleh jawaban yang bersifat normatif.


Analisis yuridis dipahami sebagai cara berpikir hukum yang digunakan oleh penegak hukum untuk menentukan kualifikasi hukum suatu perbuatan, menetapkan pasal yang tepat, serta menilai pertanggungjawaban hukum pelaku.


Analisis yuridis merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan memberikan penilaian hukum terhadap suatu peristiwa atau kebijakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademik.


2. Ruang Lingkup dan Objek Analisis Yuridis


Ruang lingkup analisis yuridis mencakup batasan-batasan kajian hukum yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum secara normatif. Analisis yuridis berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, maupun putusan pengadilan. Dengan demikian, analisis yuridis tidak menitikberatkan pada aspek empiris atau fakta sosial semata, melainkan pada aspek normatif yang mengatur dan menilai peristiwa hukum.


Dalam penelitian hukum, ruang lingkup analisis yuridis juga mencakup penafsiran dan penerapan hukum terhadap peristiwa konkret. Penafsiran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap norma hukum yang dianalisis.


Objek analisis yuridis adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengkajian hukum. Objek tersebut dapat berupa perbuatan hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, norma hukum, maupun putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian hukum normatif, objek analisis yuridis umumnya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.


Selain itu, objek analisis yuridis juga dapat berupa kebijakan hukum (legal policy) yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang atau lembaga negara. Analisis terhadap kebijakan hukum dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum, asas keadilan, serta perlindungan hak-hak hukum subjek hukum.

3. Kriteria dan Prinsip dalam Analisis Yuridis

Kriteria dan prinsip dalam analisis yuridis berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai ketepatan, keabsahan, dan kualitas suatu analisis hukum. Dengan adanya kriteria dan prinsip yang jelas, analisis yuridis dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun normatif.


Salah satu prinsip utama dalam analisis yuridis adalah asas legalitas. Prinsip ini menuntut agar setiap analisis hukum didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis yuridis tidak boleh menyimpang dari norma hukum positif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tetap berada dalam kerangka hukum yang sah.


Prinsip kepastian hukum juga menjadi kriteria penting dalam analisis yuridis. Analisis harus mampu memberikan kejelasan mengenai penerapan hukum terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan atau ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.


Selain kepastian hukum, prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental dalam analisis yuridis. Analisis hukum tidak hanya menilai kesesuaian suatu perbuatan dengan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan tidak bersifat formalistik semata, melainkan mencerminkan keadilan substantif.


Prinsip kemanfaatan juga menjadi bagian dari kriteria analisis yuridis. Prinsip ini menekankan bahwa penerapan dan penafsiran hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung tujuan hukum dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial.


Selanjutnya, prinsip objektivitas menjadi kriteria penting dalam analisis yuridis. Analisis harus dilakukan secara netral, tidak dipengaruhi oleh kepentingan subjektif peneliti, serta didasarkan pada data hukum yang sah, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan.


Prinsip konsistensi juga diperlukan dalam analisis yuridis. Artinya, penerapan norma hukum dan asas hukum dalam analisis harus dilakukan secara konsisten, baik dalam penalaran hukum maupun dalam penarikan kesimpulan, agar tidak terjadi kontradiksi internal dalam analisis.
B. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
1. 
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Berdasarkan Panduan Praktis tentang Kepesertaan dan Pelayanan
Kesehatan yang Diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, kepesertaan BPJS
Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI).

Berdasarkan UU Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,
kepesertaan JKN digolongkan sebagai berikut :

1) Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
2) Peserta Bukan Peserta Bantuan Iuran (Non PBI), yang terdiri dari :
1. PPU (Pekerja Penerima Upah) dan anggota keluarganya.
a. Pejabat Negara
b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. PNS
d. Prajurit
e. Anggota Polri
f. Kepala desa dan perangkat desa
g. Pegawai Swasta
h. Pekerja atau pegawai lainnya yang menerima upah atau gaji
2. PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan anggota keluarganya :
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
b. Pekerja lain yang bukan penerima gaji atau upah
3. BP (Bukan Pekerja) dan anggota keluarganya :
a. Investor
b. Pemberi Kerja
c. Penerima Pensiun
I. Pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun
II. PNS yang berhenti dengan hak pensiun
III. Prajurit dan anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun
IV. Janda, duda, atau anak yatim dana atau piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun
V. Penerima pensiun lainnya
d. Veteran
e. Perintis Kemerdekaan
f. Janda, duda, atau anak yatim dan atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan
g. BP lainnya yang mampu membayar iuran
Anggota keluarga dari peserta PPU meliputi istri/ suami yang sah, anak
kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah paling
banyak 4 orang. Selain anggota keluarga tersebut seperti anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua dapat mengikutsertakan anggota keluarga lain.
Untuk anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat
yang sah yaitu denga kriteria sebagai berikut :
1) . Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri
2) . Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun bagi yang masih
menempuh pendidikan formal
2. 
Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, administrasi dalam kepesertaan JKN meliputi :
1. Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan
yang dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan BPJS Kesehatan.
Calon peserta juga berhak untuk menentukan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) yang diinginkannya.
2. Peserta JKN dapat mengganti FKTP setelah jangka waktu tiga bulan. Jika
mengganti FKTP dalam waktu kurang dari tiga bulan, dengan alasan sebagai
berikut: 
a. Peserta pindah domisili dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan setelah
terdaftar di FKTP awal yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili.
b. Peserta dalam penugasan dinas atau pelatuhan dalam jangka waktu kurang
dari tiga bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan atau
penelitian.
Penggantian FKTP mulai berlaku sejak tanggal 1 pada bulan
berikutnya setelah melakukan pendaftaran peserta. Jika peserta yang terdaftar
di FKTP masih belum merata, BPJS Kesehatan dapat melakukan pemindahan
peserta ke FKTP lain dengan mempertimbangkan jumlah peserta yang
terdaftar, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan selain dokter, dan sarana
prasarana di FKTP. Pemindahan peserta ini dapat dilakukan setelah
berkoordinasi dengan:
c. Dinas kesehatan kabupaten/ kota untuk pemindahan antar FKTP milik
pemerintah.
d. Asosiasi fasilitas kesehatan untuk pemindahan antar FKTP bukan milik
pemerintah.
e. Dinas kesehatan kabupaten/ kota dan asosiasi fasilitas kesehatan untuk
pemindahan antara FKTP milik pemerintah dengan FKTP bukan milik
pemerintah.
Jika perpindahan peserta berasal dari Prajurit atau Anggota Polri, BPJS
Kesehatan harus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Setelah terdaftar sebagai peserta, BPJS Kesehatan berhak memberikan identitas
peserta berupa Kartu Indonesia Sehat yang diberikan secara bertahap. Kartu
tersebut memuat nama dan nomor identitas peserta (nomor identitas tunggal
yang berlaku untuk semua jaminan sosial) yang terintegrasi dengan Nomor
Identitas Kependudukan, kecuali untuk bayi baru lahir.
4. PBI Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial didaftarkan oleh menteri sebagai peserta
kepada BPJS Kesehatan. PBI Jaminan Kesehatan juga meliputi :
a. Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta PBI
Jaminan Kesehatan secara otomatis.
b. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami cacat total tetap
dan tidak mampu. Penetapan cacat total tetap ditentukan oleh dokter yang
berwenang.
5. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta JKN dengan membayar iuran. Jika ternyata pemberi kerja tidak mendaftarkan
pekerjanya, maka pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya
dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakeijannya.
Dalam hal suami istri yang masing - masing merupakan pekerja maka keduanya wajib didaftarkan PPU masing - masing pemberi kerja dan membayar iuran.
6. Setiap PBPU dan BP wajib mendaftarkan dirinya dan keluarganya secara
sendiri - sendiri atau kolektif dengan melakukan verifikasi pendaftaran dalam
waktu 14 hari sejak pendaftaran. Setelah itu dapat dilakukan pembayaran
setelah 14 hari sejak dinyatakan layak berdasarkan verifikasi pendaftaran.
7. Bayi baru lahir dari peserta JKN PBPU dan BP wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Jika tidak, maka akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
8. Berdasarkan laman resmi BPJS Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar
sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat mendaftarkan diri dengan alur sebagai berikut:
a. Pendaftaran PBI APBN
Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Kementrian Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah ditentukan Pemerintah Pusat. Selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Mentei Sosial dan didaftarkan oleh Kementrian Kesehatan. Data kepesertaan PBI APBN
diperbaharui secara periodik.
b. Pendaftaran PBI APBD
Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Dinas Sosial / Dinas
yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, selanjutnya
ditetapkan melalui Keputusan Gubernur/ Walikota/ Bupati. Data kepesertaan
PBI APBD diperbaharui secara periodik.
c. Pendaftaran PPU Penyelenggara Negara
Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan,
dengan cara mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) beserta
persyaratannya, sedangkan pendaftaran kolektif dilakukan melalui proses
migrasi. Syarat pendaftaran apabila pendaftaran dilakukan secara perorangan
yaitu :
1) Fotocopy Kartu Keluarga
2) Fotocopy petikan SK Penetapan sebagai Pejabat Negara/ PNS/ Kepangkatan
terakhir yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja
3) Fotocopy daftar gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja
4) Asli/ Fotocopy akta kelahiran anak
5) Fotocopy SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat
6) Surat keterangan dari sekolah/ Perguruan Tinggi Negeri (bagi anak usia di atas 21 tahun sampai dengan 25 tahun)
d. Pendaftaran PPU Non Penyelenggarar Negara (BUMN, BUMD, BU
Swasta).
Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif oleh pemberi kerja/ PIC
masing-masing badan usaha melalui aplikasi New Edabu, dengan cara
melengkapi Fomulir Daftar Isian Elektronik yang diisi sesuai ketetuan yang
berlaku dan disahkan oleh pimpinan perusahaan untuk dimigrasikan di Kantor
Cabang BPJS Kesehatan. Syarat pendaftaran antara lain :

1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ surat izin lainnya sesuai kebijakan
pemerintah setempat
2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3) Akta Notaris/ Yayasan/ Pendirian
4) MOU/ Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah
e. Pendaftaran Bayi Baru Lahir
Bayi baru lahir dari Peserta JKN - KIS wajib didaftarkan kepada
BPJS Kesehatan paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
Terlambat mendaftarkan lebih dari 28 hari berakibat tidak mendapatkan
jaminan pelayanan kesehatan, dikenakan sanksi denda pelayanan, dan berkewajiban membayarkan iuran sejak bayi dilahirkan. Jenis pendaftaran bayi
baru lahir dibagi menjadi tiga segmen, antara lain :
1) Peserta PBI
Bayi baru lahir dari ibu peserta PBI dapat langsung didaftarkan oleh
keluarga peserta dengan status kepesertaan langsung aktif. Syarat dan cara
pendaftarannya adalah sebagai berikut :
a) Asli kartu JKN - KIS ibu kandung
b) Asli/ fotocopy surat keterangan lahir dari dokter atau bidan puskesmas/
klinik/ rumah sakit
c) Asli/ fotocopy kartu keluarga orang tua
2) Peserta PPU
Bayi baru lahir anak pertama sampai ketiga dapat didaftarkan setelah
bayi dilahirkan dan kepesertaannya langsung aktif. Pendaftaran bisa dilakukan
secara perorangan maupun kolektif melalui instansi atau badan usaha. Syarat
dan cara pendaftarannya adalah sebagai berikut :
a) Asli kartu JKN - KIS ibu kandung
b) Asli/ fotocopy surat keterangan lahir dari dokter atau bidan puskesmas/
klinik/ rumah sakit
c) Asli/ fotocopy kartu keluarga orang tua
3) Peserta PBPU dan BP
Bayi baru lahir dari ibu peserta JKN - KIS wajib didaftarkan ke kantor cabang BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambar 28 (dua puluh delapan) hari sejak bayi dilahirkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau akta kelahiran. Syarat dan cara pendaftarannya adalah sebagai berikut :
a) Asli kartu JKN - KIS ibu kandung
b) Asli/ fotocopy surat keterangan lahir dari dokter atau bidan puskesmas/
klinik/ rumah sakit
c) Asli/ fotocopy kartu keluarga orang tua
d) Jika peserta belum melakukan autodebet tabungan dilengkapi dengan :
a) Fotocopy buku rekening tabungan BNI/ BRI/ Mandiri/ BCA, dapat
menggunakan rekening tabungan kepala keluarga atau anggota
keluarga dalam kartu keluarga atau penanggung
b) Formulir autodebet pembayara iuran BPJS Kesehatan bermaterai Rp
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
e) . Melakukan perubahan data bayi selambat - lambatnya tiga bulan setelah
kelahiran yang meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK.
3. 
Perubahan Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
1. Peserta Jaminan Kesehatan dapat merubah status kepesertaannya untuk
menjamin keberlanjutan kepesertaan. Perubahan ini tidak menghapuskan
kewajiban peserta, pemberi kerja, atau pemerintah daerah untuk melunasi
tunggakan iurannya. Waktu yang diberikan untuk melunasi tunggakan iuran
(jika ada) dilakukan paling lama enam bulan sejak status kepesertaan berubah.
Perubahan status kepesertaan tetap mewajibkan peserta untuk mendaftarkan diri atau anggota keluarganya ke jenis kepesertaan yang baru.
2. Perubahan status kepesertaan dari peserta PBI menjadi bukan peserta PBI
dilakukan melalui pendaftara ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran
pertama.
3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) wajib menyampaikan perubahan data
kepesertaan kepada pemberi kerja termasuk perubahan status kepesertaan dan
seluruh tunggakan iuran. Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data
pekerja tersebut paling lambat tujuh hari kepada BPJS Kesehatan. Jika pemberi kerja tidak melaporkan perubahan tersebut, maka pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.
4. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) wajib
menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan.
5. Bagi peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data kepesertaannya dan
identitas pemberi kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas peserta.
Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) untuk kepala desa dan perangkat desa dilakukan secara kolektif melalui
pemerintah daerah kabupaten atau kota.

C.   
Definisi SKCK

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat yang
dikeluarkan oleh polri melalui fugsi Intelkam kepada pemohon/masyarakat
untuk menyatakan bahwa pemohon tersebut tidak pernah terjerat kriminal
ataupun kejahatan lainnya. Masa berlaku SKCK hanya enam bulan dimulai dari
penerbitan SKCK, jika sudah lewat dari enam bulan maka pemohon harus
memperpanjang SKCK tersebut jika diperlukan atau tuntunan dari pekerjaan.
Jika lewat dari enam bulan maka pemohon wajib isi form data diri lagi dan
menyiapkan semua persyaratannya seperti awal membuat SKCK.
 Sebelum
dikenal menjadi SKCK, nama sebelumnya adalah Surat Keterangan Kelakuan
Baik (SKKB) yang di terbitkan oleh polri yang berisi catatan kejahatan
seseorang. SKCK ini di butuhkan untuk melamar pekerjaan, melanjutkan
pendidikan, menikah dengan anggota Polri atau TNI, dan untuk melengkapi
administrasi kantor (jika di perlukan). Sebelum menerbitkan SKCK, pemohon
diminta untuk mendaftar dahulu dan menyiapkan persyaratan untuk
memperoleh SKCK data-data yang diperlukan seperti:

1. Foto Copy KTP dengan menunjukan KTP asli

2. Foto Copy Kartu Keluarga

3. Foto Copy Akte Kelahiran/kenal lahir
4. Foto Copy kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk
mendapatkan KTP

5. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak enam lembar yang digunakan untuk:

· SCKC 1 lembar

· Arsip 1 lembar

· Buku agenda 1 lembar

· Kartu Tik 1 lembar

· Formulir sidik jari 2 lembar

Setelah memberikan perlengkapan SKCK, pemohon dipersilahkan  mengisisdata pribadi mereka dan juga melengkapi pertanyaan-pertanyaan mengenai kriminal ataupun kejahatan yang mereka lakukan. SKCK ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk pemohon yang ingin mencari pekerjaan dan harus melampirkan SKCK. SKCK termasuk kedalam pelayanan publik, karena disini petugas SKCK melayani pemohon dimulai dari pendaftaran, penerbitan SKCK, hingga melakukan sidik jari. SKCK juga menjadi alat bantu dari pihak kepolisian dan juga masyarakat, guna adanya SKCK kepolisian dapat
melakukan pencegahan dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat
dengan cara memberikan keterangan kepada masyarakat dalam proses
konfirmasi kebenaran terhadap identitas dan catatan kriminal seseorang. SKCK
tidak dapat di buatkan untuk masyarakat yang memiliki catatan kriminal atau
kejahatan yang belum jelas akhirnya atau belum terselesaikan. Proses
pembuatan SKCK dilakukan dengan sidik jari yang dimana sidik jari ini wajib
yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur kepolisian sebagai perlengkapan
pembuatan SKCK. Pembuatan sidik jari ini disebut Indonesia Automatic
Fingerprint Identifcation System (INAFIS). Inafis ini adalah buku sidik jari
yang dimana nanti pemohon diminta untuk mengecap atau sidik jari. Guna sidik
jari ini untuk mendapatkan rumus sidik jari yang harus diisi pada kolam SKCK.

Dasar hukum pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yaitu:

1. Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 15 ayat
(1) huruf k “Polri secara umum berwenang mengeluarkan surat izin dan
atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan”.

2. Skep Kapolri No. Pol : Skep/816/IX/2003 tanggal 17 September 2003
tentang petunjuk lapangan penerbitan SKCK, 3.PP No.50 Tahun 2010,
tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak
.

Dalam tugas pokok dan fungsi Polri, Sat Itelkam mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yaitu:

1. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

2. Undang-undang No.50 tahun 2010 tentang jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

3. Pp No. 60 tahun 2008 tanggal 28 agustus 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/448/IX/2007 tanggal 17 September
2007 tentang pedoman produk Intelijen di lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

5. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/53/X/2002 tanggan 17 Oktober 2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja Baintelkam.

6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/816/IX/2003, tanggal 17
September 2003 tentang Naskah Sementara Juklap Penerbitan SKCK.

1. 
Prinsip Penerbitan SKCK

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2014 tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pasal 3
bahwa penerbitan SKCK mempunya enam prinsip yaitu:

1. Legalitas, yaitu penerbitan SKCK dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. Transparansi, yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan secara jelas dan
terbuka;

3. Akuntabilitas, yaitu penerbitan SKCK harus dapat dipertanggungjawabkan;

4. Nondiskriminasi, yaitu penerbitan SKCK diberikan kepada setiap
pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanpa
membedakan satu dengan lainnya;
5. Nesesitas, yaitu penerbitan SKCK dibuat atas dasar pertimbangan
keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon,
dan;

6. Efektif dan efesien, yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan dengan
mudah, murah, cepat, dan nyaman.

2. 
Fungsi SKCK

Dalam modul Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pelayanan
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Nomor :
R/SOP/09/I/2019/Ditintelkam yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia daerah Nusa Tenggara Barat bahwa fungsi SKCK ada
empat, yaitu:

1. Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diberikan Polri kepada
masyarakat adalah merupakan salah satu daran pelaksanaan tugas
pokok Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan
kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui upaya-
upaya yang teratur dan berlanjut dibidang identifikasi manusia,
pendataan biodata perorangan, pendataan organisasi politik dan
masyarakat serta kegiatan- kegiatan lain.

2. Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diterbitkan oleh Polri atas
permintaan seseorang karena yang bersangkutan memerlukan, untuk memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam hubungannya
dengan pekerjaan atau kegiatan lain.

3. SKCK berisi catatan tentang ada atau tidaknya yang bersangkutan
melakukan atau tindak pidana dan atau pelanggaran norma-norma sosial
maupun tercatat sebagai anggota organisasi terlarang.

4. Dalam rangka penerbitan SKCK online mengharuskan Fungsi Intelkam
meningkatkan koordinasi dengan fungsi Reskrim, Reskrimsus,
Narkoba, Pol air dan Lalu lintas serta Badan Peradilan atau Penuntut
Umum/Lembaga Permasyaratan, hal ini dilakukan agar SKCK yang
diberikan atau diterbitkan atas fakta dan data yang akurat.

3. 
Kewenangan Penerbitan SKCK

Kewenangan penerbitan SKCK dalam Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian Bab III Pasal 4 dilakukan pada 4 tingkat:

1. Kepolisian Sektor (Polsek)

Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Polsek secara
administatif dilaksanakan oleh unit Intelkam Polsek yang
ditandatangani oleh Kapolsek atau Wakapolsek atas nama Kapolsek.
Biasanya SKCK ini digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi
pengguna, antara lain untuk:
1) Menjadi calon pegawai pada perusahaan/lembaga/badan swasta;
dan

2) Melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam
lingkup wilayah Polsek, seperti:

a. Pencalonan kepala desa

b. Pencalonan secretariat desa

c. Pindah alamat atau

d. Melanjutkan sekolah.

2. Kepolisian Resor (Polres)

Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Polres secara administratif dilaksanakan oleh satuan Intelkam Polres yang ditandatangani oleh Kepala Satuan (Kasat) Intelkam atau Wakapolres atas nama Kapolres. Dalam hal ini SKCK diperlukan untuk pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, penerbitan SKCK ditandatangani oleh Kapolres. Biasanya SKCK ini digunakan untuk kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk:

1) Menjadi calon pegawai pada lembaga/badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah

2) Masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri

3) Melaksanakan suatu kegiatan izin kepemilikan Senjata Api (Aenpi) wilayah Polres, antara lain:

a. Pencalonan pejabat publik
b. Melengkapi persyaratan izin kepemilikan Senjata Api (Senpi) nonorganic TNI dan Polri

c. Melanjutkan sekolah.

3. Kepolisian Daerah (Polda)

1) Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Polda secara
administratif dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan
(Ditintelkam) Polda. Penerbitan SKCK ini merupakan wewenang
Dirintelkam dan dapat didelegasikan atau ditandatangani oleh Kepala
Seksi Pelayanan Administrasi (Kasiyanmin) Ditintelkam Polda. Dalam
hal SKCK ini diperlukan untuk pencalinan menjadi anggota legislatif
atau pimpinan kepala daerah di tingkat provinsi, penerbitan SKCK
ditandatangani oleh Direktorat Intelkam Polda. SKCK ini digunakan
sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain;
a. Menjadi calon pegawai atau calon anggota pada lembaga atau
badan atau instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang
ditetapkan oleh pemerintah.

b. Memperoleh paspor dan atau negeri.

c. WNI yang akan bekerja di luar negeri.

d. Melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan dalam lingkup
wilayah Polda, antara lain:

1. Menjadi notaris

2. Pencalonan pejabat public

3. Melanjutkan sekolah..
4. Markas Besar (Mabes) Polri

Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Mabes Polri secara administratif dilaksanakan oleh Baintelkam Polri. Penerbitan SKCK ini
adalah wewenang Kabaintelkam Polri dan dapat didelegasikan kepada
Kepala bidang Pelayanan Masyarakat (Kabisyanmas). SKCK ini dapat ditandatangani oleh Kepala Subbidang Kegiatan Masyarakat (Kasubbidgiatmas) atas nama Kepala bidang Pelayanan Masyarakat
(Kabidyanmas). Dalam hal penerbitan SKCK untuk keperluan
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh
Kabaintelkam Polri atau Wakabaintelkam atas nama Kabaintelkam
Polri. SKCK ini digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi
pengguna, antara lain:

1) Kepentingan menjadi pejabat Negara (eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan lembaga pemerintah) tingkat pusat.

2) WNI yang akan ke luar negeri untuk kepentingan sekolah atau
kunjungan dan/atau penerbitan visa.

3) WNI dan WNA yang memerlukan untuk melaksanakan kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup nasional dan/atau internasional antara lain:

a. Izin tinggal tetap di luar negeri

b. Naturalisasi kewarganegaraan

c. Adopsi anak bagi pemohon WNA.

3.  
Mekanisme Pelayanan SKCK

Untuk pemohon yang ingin membuat SKCK secara offline atau online maka harus menyiapkan:

A. Untuk pemohon baru menyiapkan:

1. Foto Copy KTP

2. Foto Copy KK

3. Foto Copy Akte Lahir

4. Pas Foto berukuran 4x6
berlatar
belakang Merah
6
lembar.

5. Isi Formulir

B. Untuk perpanjang menyiapkan:

1. SKCK lama

2. Foto Copy KTP

3. Foto Copy KK

4. Foto Copy Akte

5. Pas Foto berukuran 4x6
berlatar
belakang Merah
6
lembar.

C. Jika pemohon melakukan pendaftaran secara Online maka perlu
menyediakan:

1. Membawa kode pengajuan yang sudah di download melalui
aplikasi SKCK Online

2. Foto Copy KTP dengan menunjukan KTP asli

3. Foto Copy Kartu Keluarga

4. Foto Copy Akte Kelahiran

5. Rumus Sidik Jari (harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan
apabila belum punya sidik jari)

6. Pas Foto berukuran 4x6 berlatar belakang Merah 6 lembar.

D. Loket Penyerahan Berkas

1. Apabila berkas lengkap maka akan diproses lebih lanjut

2. Jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan untuk
dilengkapi terdahulu oleh pemohon.

E. Proses penelitian

1. Cross cek data pelaku kriminal atau organisasi terlarang

2. Bersih proses lebih lanjut

3. Indikasi terlibat proses lanjut disertai dengan catatan
keterlibatan yang bersangkutan.

F. Proses Penerbitan

1. Pengetikan arsip SKCK (lembar putih) diserahkan kepada
pemohon untuk di cek, apabila ada kesalahan pengetikan dapat
diajukan perubahan kepada petugas.

2. Registrasi catat dalam buku registrasi skck

3. Biaya, pemohon membayar PNBP sebesar Rp. 30.000.

G. Loket Pengambilan Berkas

1. SKCK diterbitkan, penyerahan SKCK kepada pemohon
2. Pemohon diarahkan untuk melakukan sidik jari diruang
INAFIS.ukan analisis secara lebih seksama.

D. 
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 merupakan produk hukum dalam bentuk peraturan teknis yang dikeluarkan oleh institusi Kepolisian sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks teori perundang-undangan, peraturan ini termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dijelaskanss dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara, sesuai kewenangannya dan bersifat mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam teori hukum administrasi negara, keberadaan Perpol No. 6 Tahun 2023 harus tunduk pada prinsip legalitas (legality principle) yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah-termasuk dalam menetapkan syarat administratif pelayanan publik-harus memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan berada dalam batas kewenangan yang sah. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, yang menegaskan bahwa asas legalitas adalah asas fundamental dalam hukum administrasi negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan tindakan sewenang-wenang dari pejabat pemerintahan.

Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 mengatur secara teknis tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri. Salah satu hal yang menimbulkan perhatian adalah ketentuan penambahan syarat keikutsertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari syarat administrasi pengajuan SKCK. Ketentuan ini dinilai mengandung konsekuensi yuridis yang patut dikaji berdasarkan prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas non-diskriminasi, dan asas keterbukaan.

Dari perspektif teori pelayanan publik, peraturan ini juga harus diuji berdasarkan prinsip aksesibilitas dan keadilan sosial. Menurut Dwiyanto (2006), pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang tidak mempersulit hak warga negara, tidak diskriminatif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan administratif yang tidak proporsional. Dengan mewajibkan syarat kepesertaan JKN sebagai bagian dari administrasi pelayanan SKCK, peraturan ini berisiko mengecualikan warga negara tertentu yang belum mampu atau belum memiliki akses terhadap program jaminan kesehatan tersebut.

Selain itu, secara sosiologis, SKCK bukan hanya produk administratif biasa, tetapi merupakan dokumen yang mempengaruhi hak-hak warga negara dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan mobilitas sosial lainnya. Oleh sebab itu, segala bentuk pengaturan tambahan dalam penerbitan SKCK harus diuji tidak hanya secara normatif, tetapi juga berdasarkan teori hak asasi manusia yang menjamin hak atas identitas hukum dan akses terhadap layanan administrasi negara.

Dari sudut teori kebijakan publik, Perpol No. 6 Tahun 2023 adalah bentuk intervensi negara untuk mendorong program nasional seperti JKN. Namun, dalam teori kebijakan yang dikemukakan oleh Dye (2008), kebijakan publik seharusnya bersifat responsif, terukur, dan tidak menimbulkan efek eksklusif terhadap kelompok tertentu. Ketika syarat baru dalam Perpol ini menimbulkan resistensi sosial, hambatan administrasi, dan menambah beban masyarakat, maka efektivitas kebijakan patut dievaluasi ulang.

Dengan demikian, berdasarkan teori-teori di atas, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 secara formil memang merupakan instrumen hukum yang sah. Namun secara materil, khususnya dalam hal penambahan syarat administratif berupa kepesertaan JKN dalam pengurusan SKCK, perlu dikaji ulang dari perspektif asas legalitas, keadilan administratif, dan perlindungan hak-hak sipil warga negara. Hal ini penting agar peraturan teknis yang dikeluarkan institusi kepolisian tidak justru menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak atas pelayanan publik yang seharusnya dijamin secara konstitusional.
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